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Lampiran 1. Peraturan Daerah KTR Kabupaten Soppeng 
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Lampiran 2. Informed Content 

 

 

 
 

 
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 

UNIVERSITAS HASANUDDIN 
 
 

LEMBAR PENJELASAN UNTUK RESPONDEN 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh 

Mohon maaf saya menyita waktu Bapak/Ibu beberapa menit. Saya Eva Arista, 

Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Konsentrasi Administrasi 

Kebijakan dan Kebijakan Kesehatan bermaksud untuk meminta data/informasi kepada 

Bapak/Ibu terkait dengan penelitian saya dengan judul “Implementasi Kebijakan 

Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2024” Tujuan 

penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa 

Rokok (KTR) di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng. Saya selaku peneliti akan menjaga 

kerahasiaan identitas dan informasi yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu jika bersedia 

menjadi responden, sehingga saya sangat berharap Bapak/Ibu menjawab pernyataan 

dengan jujur tanpa keraguan. Jika Bapak/Ibu ingin jawaban yang diberikan tidak 

diketahui orang lain, maka wawancara singkat bisa dilakukan secara tertutup. 

Bila selama penelitian ini berlangsung atau saat wawancara singkat responden 

ingin mengundurkan diri karena sesuatu hal (misalnya: sakit atau ada keperluan lain 

yang mendesak) maka responden dapat mengungkapkan langsung kepada peneliti. 

Hal-hal yang tidak jelas dapat menghubungi saya (Eva Arista/0823-4224-4479). 

Soppeng,                 2024 

  Peneliti, 

Eva Arista  
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FORMULIR PERSETUJUAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama    :  

Tanggal lahir/umur :  

Alamat   :  

No. Hp   :  

Setelah mendengar/membaca dan mengerti penjelasan yang diberikan 

mengenai apa yang dilakukan pada penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2024”, 

maka saya bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Saya mengerti bahwa pada 

penelitian ini maka ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab, dan 

sebagai responden saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan jujur.  

Saya menjadi responden bukan karena adanya paksaan dari pihak lain, tetapi 

karena keinginan saya sendiri dan tidak ada biaya yang akan ditanggungkan kepada 

saya sesuai dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh peneliti.  

Saya percaya bahwa keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh dari 

saya sebagai responden akan terjamin dan saya dengan ini menyetujui semua 

informasi dari saya yang dihasilkan pada penelitian ini dapat dipublikasikan dalam 

bentuk lisan maupun tulisan dengan tidak mencantumkan nama. Bila terjadi perbedaan 

pendapat di kemudian hari, kami akan menyelesaikannya secara kekeluargaan.  

 

Soppeng,             2024 

Responden 

 

 

    (________________)  
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Lampiran 3. Pedoman Wawancara 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KANTOR 

BUPATI SOPPENG TAHUN 2023 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN 

SOPPENG 

Nama Informan : 

Usia : 

Jenis Kelamin : 

Alamat : 

No.telp Informan : 

Tanggal Wawancara : 

 

Variabel Topik Wawancara 

Input Man 

- Apakah terdapat tim pengawas yang diberi 

kewenangan khusus untuk mengawasi 

pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati 

ini? 

- Berapa jumlah tim pengawas KTR di Kantor 

Bupati ini? 

- Bagaimana pembagian tim kerja pengawas 

KTR di Kantor Bupati ini? 

Money 

- Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk 

pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati 

ini? 

- Darimana sumber anggaran untuk 

pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati 

ini? 

- Digunakan untuk apa saja anggaran 

pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati 

ini? 

Material 

- Apakah terdapat tanda larangan merokok di 

Kantor Bupati ini? 

- Bagaimana tanggapan anda mengenai 

diberlakukannya kebijakan KTR di Kantor 
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Bupati ini? 

- Menurut anda bagaimana komitmen pihak 

yang berada dikawasan Kantor Bupati ini 

dalam menerapkan kebijakan KTR? 

- Apakah terdapat SOP yang dijadikan sebagai 

acuan teknis dalam pelaksanaan kebijakan 

KTR di Kantor Bupati ini? 

Proses  Actuating 

- Apakah ada larangan merokok di kawasan 

Kantor Bupati ini? 

- Apakah masih ada pegawai yang merokok di 

dalam kawasan Kantor Bupati? 

- Apakah ada larangan mengklankan dan 

mempromosikan produk tembkau di kawasan 

Kantor Bupati? 

- Apakah masih ada yang  mengiklankan dan 

mempromosikan produk tembakau di kawasan 

Kantor Bupati? 

- Sejak kapan tanda larangan merokok 

dipasang di kawasan Kantor Bupati? 

- Siapa yang memasang tanda laragan merokok 

di kawasan Kantor Bupati? 

- Bagaimana proses pembinaan 

penyelenggaraan kebijakan KTR di kawasan 

Kantor Bupati? 

- Apakah terdapat tim satgas yang dibentuk 

untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan KTR 

di kawasan Kantor Bupati? 

- Apakah pelaksanaan kebijakan KTR di 

kawasan Kantor Bupati telah sesuai dengan 

Sandar Operasionl Prosedur (SOP)? (jika ada) 

- Bagaimana proses penegakan kebijakan KTR 

di kawasan Kantor Bupati ini terhadap pihak 

yang melnggar aturan? Apakah sanksi 

administraf diberlakukan? 

- Apakah pihak di kawasan Kantor Bupati 

pernah ditegur dan di sanksi karena tidak 

memberlakukan sanksi administrative bagi 

pelanggar? 

Controlling 

- Bagaimana penawasan yang dilakukan 

pimpinan/penanggungjawab atau petugas 

terhdap pelaksanaan kebijakan KTR di 

kawasan Kantor Bupati? 

Evaluation 
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- Apakah ada koordinasi dan pelaporan rutin 

hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan 

KTR di kawasan Kantor Bupati ari tim yang 

diberi kewenangan khusus kepada 

pimpinan/penanggungjawab KTR tersebut? 
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KANTOR 

BUPATI SOPPENG TAHUN 2023 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

Nama Informan : 

Usia : 

Jenis Kelamin : 

Alamat : 

No.telp Informan : 

Tanggal Wawancara : 

 

Variabel Topik Wawancara 

Input Man 

- Apakah terdapat tim pengawas yang diberi 

kewenangan khusus untuk mengawasi 

pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati 

ini? 

- Berapa jumlah tim pengawas KTR di Kantor 

Bupati ini? 

- Bagaimana pembagian tim kerja pengawas 

KTR di Kantor Bupati ini? 

Money 

- Apakah ada anggaran yang dialokasikan untuk 

pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati 

ini? 

- Darimana sumber anggaran untuk 

pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati 

ini? 

- Digunakan untuk apa saja anggaran 

pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati 

ini? 

Material 

- Apakah terdapat tanda larangan merokok di 

Kantor Bupati ini? 

- Bagaimana tanggapan anda mengenai 

diberlakukannya kebijakan KTR di Kantor 

Bupati ini? 

- Menurut anda bagaimana komitmen pihak 

yang berada dikawasan Kantor Bupati ini 

dalam menerapkan kebijakan KTR? 

- Apakah terdapat SOP yang dijadikan sebagai 

acuan teknis dalam pelaksanaan kebijakan 

KTR di Kantor Bupati ini? 
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Proses  Actuating 

- Apakah ada larangan merokok di kawasan 

Kantor Bupati ini? 

- Apakah masih ada pegawai yang merokok di 

dalam kawasan Kantor Bupati? 

- Apakah ada larangan mengklankan dan 

mempromosikan produk tembakau di kawasan 

Kantor Bupati? 

- Apakah masih ada yang  mengiklankan dan 

mempromosikan produk tembakau di kawasan 

Kantor Bupati? 

- Sejak kapan tanda larangan merokok 

dipasang di kawasan Kantor Bupati? 

- Siapa yang memasang tanda laragan merokok 

di kawasan Kantor Bupati? 

- Bagaimana proses pembinaan 

penyelenggaraan kebijakan KTR di kawasan 

Kantor Bupati? 

- Apakah terdapat tim satgas yang dibentuk 

untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan KTR 

di kawasan Kantor Bupati? 

- Apakah pelaksanaan kebijakan KTR di 

kawasan Kantor Bupati telah sesuai dengan 

Sandar Operasionl Prosedur (SOP)? (jika ada) 

- Bagaimana proses penegakan kebijakan KTR 

di kawasan Kantor Bupati ini terhadap pihak 

yang melnggar aturan? Apakah sanksi 

administraf diberlakukan? 

- Apakah pihak di kawasan Kantor Bupati 

pernah ditegur dan di sanksi karena tidak 

memberlakukan sanksi administrative bagi 

pelanggar? 

Controlling 

- Bagaimana penawasan yang dilakukan 

pimpinan/penanggungjawab atau petugas 

terhdap pelaksanaan kebijakan KTR di 

kawasan Kantor Bupati? 

Evaluation 

- Apakah ada koordinasi dan pelaporan rutin 

hasil pelaksanaan dan pengawasan kebijakan 

KTR di kawasan Kantor Bupati ari tim yang 

diberi kewenangan khusus kepada 

pimpinan/penanggungjawab KTR tersebut? 
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KANTOR 

BUPATI SOPPENG TAHUN 2023 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEGAWAI DI KANTOR BUPATI SOPPENG 

Nama Informan : 

Usia : 

Jenis Kelamin : 

Alamat : 

Jabatan  : 

No.telp Informan : 

Tanggal Wawancara : 

 

Variabel Topik Wawancara 

Input Man 

- Apakah terdapat tim pengawas yang diberi 

kewenangan khusus untuk mengawasi 

pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Bupati 

ini? 

Material 

- Bagaimana tanggapan anda mengenai 

diberlakukannya kebijakan KTR di Kantor 

Bupati ini? 

- Menurut anda, bagaimana komitmen pegawai 

di Kantor Bupati dalam menerapkan kebijakan 

KTR tersebut? 

Proses  Actuating 

- Apakah anda mengetahui adanya larangan 

merokok di kawasan Kantor Bupati? 

- Darimana anda mengetahui informasi tentang 

adanya aturan larangan merokok di kawasan 

Kantor Bupati? 

- Apakah anda pernah ditegur karena merokok 

di kawasan Kantor Bupati? Jika iya, berapa 

kali? 

- Siapakah yang menegur anda saat anda 

merokok di kawasan Kantor Bupati? 

- Apakah bapak/ibu pernah menerima 

pembinaan penyelenggaraan kebijakan KTR 

berupa sosialisasi? 
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- Apakah anda pernah dikenakan sanksi 

administrative  karea merokok di kawasan 

Kantor Bupati? 

- Mengapa anda memilih patuh/tidak patuh 

pada aturan kebijakan KTR di kawasan Kantor 

Bupati? 
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Lampiran 4. Lembar Observasi 

LEMBAR OBSERVASI 

Petunjuk Pengunaan Lembar Observasi: 

Berilah tanda cek list ( ) dan keterangan sesuai kondisi yang terjadi dilapangan. 

No. Objek Yang Diamati Ya Tidak Keterangan Dokumentasi 

1 Ditemukan 
tanda 
larangan 
merokok 
di 
kawasan 
kantor 
Bupati 
Soppeng  

1. Tanda 
larangan 
merokok 
berupa 
stiker 

√  

Berdasarkan hasil 
penamatan 
ditemukan bahwa 
atribut Tanda 
larangan merokok 
yang terpasang  
hanya berupa 
stiker dan tidak 
ditemukan adanya 
tanda larangan 
merokok yang 
berupa papan 
pengunguman 
serta banner 
maupun spanduk 
sebagai sarana 
penunjang 
pelaksanaan 
kebijakan KTR di 
Kawasan Kantor 
Bupati Soppeng.  

2. Tanda 
larangan 
merokok 
berupa 
Banner/ 
Spanduk 

 √ 

3. Tanda 
larangan 
merokok 
berupa 
papan 
pengumum
an 

  √ 

2 Kesesuaian kriteria stiker 
tanda larangan merokok 
yang telah terpasang di 
Kantor Bupati Soppeng 

√  

Stiker tanda 
larangan merokok 
yang telah 
terpasang telah 
memenuhi kriteria  
dimana terdapat   
gambar rokok yang 
menyala berasap 
dan lingkaran 
merah yang 
disilang, dasar 
hukum 
pemberlakukan 
Kawasan Tanpa 
Rokok, sanksi yang 
dikenakan, 
diempatkan 
disemua pintu 
utama dan 
ditempel di tempat-
tempat yang 
strategis dan 
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mudah terbaca 

3 Terdapat tempat/ ruangan/ 
lokasi untuk merokok 

√  

Terdapat ruangan 
khusus merokok 
namun tidak 
digunakan 
sebagaimana 
mestinya 

 

4 Tersedianya format laporan 
pengawasan KTR  

 √ 

Tersedia namun 
tidak digunakan 
sebagai pelaporan 
hasi pengawasan 
kebijakan KTR 

 

5 Terdapat Standar 
Operasional Prosedur 
(SOP) KTR 

 √ 

Penegakan 
Kebijakan KTR di 
Kawasan Kantor 
Bupati Soppen 
tidak berpanduan 
pada SOP sebagai 
rujukan teknis 
pelaksanaanya.  
Juknis yang 
digunakan dalam 
pelaksanaan 
kebijakan KTR 
merujuk pada 
Perda No. 3 Tahun 
2017 kemudian 
didukung juga 
dengan perbup No. 
58 Tahun 2017   

 

6 Terdapat Kegiatan 
Merokok yang dilakukan di 
kawasan Kantor Bupati 
Soppeng 

√  

Hasil obsevasi 
menunjukkan 
bahwa masih 
ditemukannya 
asbak di dalam 
kawasan Kantor 
Bupati bukti nyata 
masih adanya 
aktivitas merokok 
yang berlangsung 
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7 Ditemukan alat atau 
barang yang mempunyai 
logo yang berkaitan 
dengan iklan, promosi dan 
sponsor seperti tempat 
tissue, poster, spanduk, 
stiker dll.  √ 

Hasil observasi 
menunjukkan 
peneliti tidak 
menemukan alat 
atau barang yang 
mempunyai logo 
yang berkaitan 
dengan iklan, 
promosi dan 
sponsor seperti 
tempat tissue, 
poster, spanduk, 
stiker dll. 
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Lampiran 5.Surat Pengambilan Data Awal 
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Lampiran 6.Surat Izin Peneitian 
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Lampiran  7. Matrix Wawancara 

MATRIKS HASIL WAWANCARA  

INPUT 

No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1. Apakah terdapat tim 
pengawasan yang 
diberi kewenangan 
khusus untuk 
mengawasi 
pelaksanaan kebijakan 
KTR di Kantor Bupati ? 

AB “Pengawasan sejauh ini 
dilakukan oleh satpol 
PP dan juga di kantor 
bupati kami kerjasama 
dengan bagian hukum. 
Sedangkan di Dinas 
Kesehatan penanggung 
jawab untuk program 
Kawasan tanpa rokok  
itu saya sendiri” 
 

Sebagaian besar 
informan mengatakan 
bahwa pengawasan 
pelaksanaan kebijakan 
KTR di kantor Bupati 
itu dilakukan oleh 
Satuan Polisi Pamong 
Praja 

Dapat disimpulkan bahwa 
untuk mengawasi jalannya 
peraturan daerah KTR di 
Kantor Bupati Soppeng, pihak 
Dinas Kesehatan memberi 
kewenangan khusus pada 
Satuan Polisi Pamong Praja 
sebagai pengawas. Namun 
untuk tim satgas secara khusus 
yang bertugas mengawasi 
jalan perda KTR tersebut di 
kantor bupati belum ada hal ini 
menyebabkan fungsi 
pengawasan KTR tidak 
dijalankan secara maksimal. 

 
 

ID “Itukan sebetulnya 
kewenangan Pol PP ” 

H  “Ada terdiri dari 12 
orang anggota Satuan 
Polisi Pamong Praja” 

AH “Ya sejauh ini kalau 
pengawasan dari Po 
Pp” 

A “Kalau berbicara tim 
sepertinya belum ada 
terbentuk karena 
kemarin Pergub dan 
Perdanya hanya 
melibatkan beberapa  
SKPD yang  tergabung 
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artinya khusus untuk 
pengawasan dilakukan 
oleh Satuan Polisi 
Pamong Paja 
khususnya dibidang 
Perda, dalam perda 
tersebut setidaknya ada 
anggota yang 
mengawasi 
implementasi Kebijakan 
KTR. Untuk tim khusus 
belum ada” 

2. Apakah ada anggaran 
yang dialokasikan 
untuk pelaksanaan 
kebijakan KTR di 
kantor Bupati? 

AB “Untuk penganggaran 
yang dialokasikan untuk 
pelaksanaan kebijakan 
itu sendiri  setiap 
pukesmas 
menganggarkan untuk 
program tersebut, 
namun untuk dikantor 
bupati sendiri 
sepertinya belum ada 
anggaran yang 
dialokasikan khusus” 

Sebagian besar 
informan mengatakan 
bahwa ada anggaran 
untuk pengadaan 
tanda larangan 
merokok di kantor 
bupati Soppeng. 
Namun belum ada 
anggaran yang 
dialokasikan secara 
khusus pada 
pelaksanaan kebijakan 
tersebut. 

Dapat disimpulkan bahwa 
belum ada anggaran yang 
dialokasikan khusus untuk 
pelaksanaan kebijakan KTR di 
Kantor Bupati Soppeng. Selain 
itu, anggaran untuk 
penyelenggaraan KTR seperti 
pengadaan tanda larangan 
merokok berupa stiker yang 
telah ditempel di kawasan 
kantor bupati diperoleh dari 
dana APBD. 
 ID “Belum ada” 

H “Ada” 

AH “Ada, sumber dananya 
dari anggaran APBD 
dananya untuk 
mencetak banner besar 
tanda larangan 
merokok itu ada juga 
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stiker yang ditempel di 
setiap instansi tapi di 
kantor bupati tidak ada 
yang banner besar 
hanya stiker” 

A “Ada” 

3. Apakah terdapat tanda 
larangan merokok di 
kantor bupati? 

AB “Ada, tanda larangan 
merokok yang dipasang 
berupa stiker sudah ada 
itu yang ditempel” 

Seluruh informan 
mengatakan bahwa 
sudah ada tanda 
larangan merokok yan 
dipasang berupa stiker 

Dapat diimpulkan bahwa sudah 
ada anda larangan merokok 
berupa stiker ang terpasang 
akan tetapi belum ada tanda 
larangan merokok yang 
terpasang berupa papan 
pengunguman, banner maupun 
spanduk di kawasan kantor 
bupati Soppeng. 

ID “Banyak, stiker sudah 
diempel sejak tahun 
2017” 

H “Ada dia bentuk Stiker-
Stiker yang ditempel” 

AH “Ada yang ditempel bisa 
diliat itu depan pintu 
ada” 

A “Tanda larangan 
merokok sudah banyak 
yang dipasang hampir 
semua depan-depan 
ruangan disini” 

 Bagaimana tanggapan 
anda mengenai 
diberlakukannya 
kebijakan KTR di 
Kantor Bupati ini? 
 

AB “Menurut saya 
pelaksanaan kebijakan 
ini sangat baik dalam 
mecegah penyakit yang 
disebabkan oleh rokok. 
Namun dalam 
pengimplementasiannya 
program ini belum 
berjalan dengan 
maksimal” 

Sebagian besar 
informan mengatakan 
bahwa kebijakan ini 
sangat baik mengingat 
bahaya paparan asap 
rokok. Namun, dalam 
pengimplementasiann
ya program ini  belum 
bejalan maksimal di 
kawasan kantor bupati 

Dapat kita simpukan bahwa 
informan beranggapan bahwa 
pengimplentasian program 
KTR di kawasan kantor bupati 
tidak berjalan denan maksimal. 
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ID “Masih Kurang” 
 

Soppeng. 

H “Sudah bagus” 

AH “Sangat baik ya hanya 
saja masih pro kontra” 

A “Sangat Bagus, karena 
di dunia kesehatan 
pada umumnya rokok 
sangat berbahaya 
apalagi bagi orang yang 
tidak paham dampak 
terakit paparan asap 
rokok untuk perokok 
pasif itu lebih berbahaya 
daripada yang perokok 
aktif, makanya kami 
sangat mengapresiasi 
adanya Perda dan 
Perbup tentang KTR 
tersebut” 

 Menurut anda 
bagaimana komitmen 
pihak yang berada 
dikawasan Kantor 
Bupati ini dalam 
menerapkan kebijakan 
KTR? 
 

AB “Dalam penerapannya 
ya masih dikatakan 
sagat kurang kepatuhan 
pegawai terkait dengan 
program KTR ini” 

Sebagian besar 
informan mengatakan 
bahwa komitmen 
pegawai terkait 
kebijakan ini masih 
kurang serta menuai 
pro dan kontra. Hal ini 
disebabkan masih 
kurang penyediaan 
tempat khusus 
merokok jadi beberapa 

Dapat kita simpulkan bahwa 
komitmen beberapa pihak di 
kawasan kantor bupai masih 
kurang.  

ID “Rata-rata mendukung 
sih apalagi pihak yang 
terlibat langsung untuk 
pelaksanaan KTR ini  
dan perempuan yang 
tidak merokok” 
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H “Sangat Bagus, karena 
pada umumnya rokok 
sangat berbahaya 
apalagi bagi orang yang 
tidak paham dampak 
terkait paparan asap 
rokok untuk perokok 
pasif, makanya kami 
sangat mengapresiasi 
adanya Perda dan 
Perbup tentang KTR 
tersebut” 

pegawai masih bebas 
melakukan aktifitas 
merokok. 

AH “Masih ada pro dan ada 
juga yang kontra” 

A “Masalah komitmen 
masih tumpang tindih 
juga karena 
terkendalanya tempat-
tempat disetiap kantor 
masih kurang 
menyediakan tempak 
khusus merokok, jadi 
imbasnya perokok 
menyalakan rokok di 
tempat yang 
sebenarnya sudah 
dilarang artinya 
pelaksanaan 
implementasi KTR ini 
masih belum maksimal 
salah satunya mungkin 
karena terkendala dana 
atau anggota ya seperti 
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itu intinya 
pelaksanaannya belum 
masimal lah. 

 Apakah terdapat SOP 
yang dijadikan sebagai 
acuan teknis dalam 
pelaksanaan kebijakan 
KTR di Kantor Bupati 
ini? 

AB “Tidak ada, kita 
mengacu pada 
program, kami 
melakukan sosialisasi 
saja sesuai juknis 
program” 

Sebagian informan 
mngatakan bahwa 
tidak ada standar 
operasional prosedu 
(SOP) yang dirujuk 
ssebagai acuan teknis 
pelaksanaan kebijakan 
KTR ini. 
Pelaksanaanya 
kebijakan tersebut 
mengacu pada perda 
yang ada. 

Dapat disimpulkan bahwa tidak 
ada standar operational 
prosedur (SOP) sebagai acuan 
tekni pelaksanaan kebijakan 
KTR di Kantor Bupati Soppeng. 

ID “Sesuai Perda dan 
Perbup” 
 

H “Ada” 

AH “Untuk SOP di dinas 
kesehatan kalau 
penegakannya disini” 

A “Pelaksanaanya 
mengacu pada Perda” 

 

PROSES 

No. Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 

1. Apakah ada larangan 
merokok di kawasan 
Kantor Bupati ini? 
 

AB “Ada” Semua informan 
mengatakan bahwa 
terdapat larngan 
merokok di kawasan 
kantor bupati 
Soppeng. 

Dapat disimpulkan bahwa ada 
sudah ada larangan merokok di 
kawasan kantor bupati 
Soppeng. 

ID “Iya ada” 

H “Ada” 

AH “Ada” 

A “Ah awal terbentuk 
perda pebub KTR ini 
erkhusus di kator 
Satuan Polsi Pamong 
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Prajja itu mengadaan 
sosialisasi  di seluruh di 
bahkan bisa kita bilang 
seluruh wilayah di 
kabupaten soppeng 
bahka di tempat-tempat 
kecil  di sekolah pelosok 
di tempat umum sudah 
ditempeli semacam 
stiker sosialisasi KTR, 
bahkan juga di ruangan 
ruang disini sudah 
dipasang stiker KTR 
artinya apa bahwa 
sosialisasi harusnya 
memberikan 
pemahaman kepada 
masyarakat bahwa ada 
tempat yang memang 
dilarang untuk 
menyalakan rokok 
karena apa ya sepert 
yang awalnya saya 
katakan bahwa untuk 
meminimalisir penyakit 
atau apapun yang bisa 
menyebabkan 
masyarakat kita terkena 
dampak dari asap 
rokok” 
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2. Apakah masih ada 
pegawai yang 
merokok di dalam 
kawasan Kantor 
Bupati? 
 

AB “Masih Ada” Semua informan 
mengatakan bahwa 
masih banyak pegawai 
yang mlakukan 
aktivias merokok 
merokok di kawasan 
kantor bupati 
Soppeng. 

Dapa disimpulkan bahwa 
masih ada pengawai yang 
merokok merokok di kawasan 
kantor bupati Soppeng. 

ID “Iya masih ada” 
 

H 
 
 

“Masih banyak di depan 
ruangan ada” 

AH “Banyak, makanya itu 
banyak pro dan kontra” 

A “Iye masih” 

3. Apakah masih ada 
yang  mengiklankan 
dan mempromosikan 
produk tembakau di 
kawasan Kantor 
Bupati? 
 

AB “Ya benar, karena 
didalam kebjakan KTR 
itu sendiri sudah 
dijabarkan bahwa tidak 
boleh mempromosikan, 
mengiklankan maupun 
menjual dan sebagainya 
dan tidak diperbolehkan 
ada pada kawasan 
perkantoran dan 
sekolah jelas tidak 
diperbolehkan akan 
tetapi implementasinya 
masih belum maksimal” 

Semua infoman 
mengatakan bahwa 
tidak ada yang 
melakukan penjualan, 
mengiklankan 
mempromosikan, 
produk tembakau 
dikawasan kantor 
bupati Soppeng. 

Dapat disimpulkan bahwa tidak 
ada iklan dan promosi produk 
tembakau  di kawasan kantor 
bupati Soppeng. 

ID “Iya tidak ada dek yang 
menjual maupun 
mengiklankan poduk 
temakau disini” 

H “Tidak ada” 

AH “Kalo disini nda ada” 
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A “Kalau itu tidak ada dek” 

4. Sejak kapan tanda 
larangan merokok 
dipasang di kawasan 
Kantor Bupati? 

AB “Perda dan Pebup 
menegnai KTR sudah 
diberlakukan sejak 
tahun 2017 dan sudah 
ada dipasang 
sepertinya disana” 

Sebagian besar 
informan mengatakan 
bahwa tanda larangan 
merokok di kawasan 
kantor bupati 
Soppeng.sudah 
dipasang sejak tahun 
2018 

Dapa disimpulkan bahwa tanda 
laranan merokok berupa stiker 
sudah dipasang sejak tahun 
2018  di kawasan kantor bupati 
Soppeng. 

ID “Sejak tahun 2017” 

H “2018 sepertinya sudah 
ada” 

AH “Di perdanya di sahkan 
di tahun 2017 dan 
disosialisasikan pada 
tahun berikutnya di 
tahun 2018” 

A “Tahun 2018 kalau idak 
salah” 

5. Bagaimana proses 
pembinaan 
penyelenggaraan 
kebijakan KTR di 
kawasan Kantor 
Bupati? 

AB “Belum ada, kami 
memfasilitasi jika 
dimintai menjadi 
narasumber untuk 
pelaksanaan sosialisasi 
namun untuk dana ada 
pada bagian hukum di 
kantor bupati tersebut” 

Sebagian infoman 
mengatakan bahwa 
belum ada sosialisasi 
yang dilakukan khusus 
pada program KTR 
hanya ada stiker tanda 
laanan merokok yang 
dipaang sebagai 
media informasi 
terhadap kebijakan 
KTR di kawasan 
kantor bupati 
Soppeng. 

Dapat disimpulkan kita 
simpulkan bahwa tidak ada 
proses pembinaan 
penyelenggaraan kebijakan 
KTR di kawasan kantor bupati 
Soppeng. 

ID “Untuk progam KTR ini 
pembinaannya itu ada 
yang dipasang bisa 
dlihat itu di depan 
banyak stiker larangan 
merokok nah itu 
sebagai media informasi 
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kita disini” 

H “Ada sosialisasi” 
 

AH “Iya ada, kemarin dari 
pemprov datang disini 
sebelum diterapkan ini 
perda ada pengawasan 
dari pemprov. Karena 
ini dek perda KTR 
turunan dari peraturan 
presiden, peraturan 
menteri kesehatan turun 
ke Kabupaten/Kota jadi 
semua kabupaten wajib 
menerapkan perda 
Kawasan Tanpa Rokok” 

A “Ah ini jga sebetulnya 
kurang koordinasi dari 
segi kesehatan tidak 
terlalu kalau kita 
kembalkan ke tupoksi 
masing-masing Pol PP 
itu hanya batasnya 
mengawasi dan 
pelaksanaan perda, itu 
hanya  mengawasi saja 
artinya apa… sosialisasi 
harusnya lebih lagi 
membahas tentang 
bahaya rokok tersebut 
nnti kita dari satuan 
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mengawai pelaksanaan 
tersebut kalaupun harus 
diberlakukan denda 
sesuai dengan perda 
kita harusnya 
memberlakukan denda 
cuman sekarang dari 
awal saya bilang 
pelaksanaanya belum 
maksimal apakah 
terkendala dana 
misalnya atau 
kurangnya kesadaran 
misalnya.” 

6. Apakah terdapat tim 
satgas yang dibentuk 
untuk mengawasi 
pelaksanaan kebijakan 
KTR di kawasan 
Kantor Bupati? 
Bagaimana 
pengawasannya? 
 

AB “Tidak Ada” Sebagian besar 
informan mengatakan 
bahwa tidak ada tim 
satgas secra khusus 
mengawasi 
pelaksanaan kebijakan 
KTR. Namun seiap 
kepala bagian 
mengawasi dan 
memantau pegawai. 
Selain tu pengawasan 
juga dilakukan oleh 
satpol PP khususnya 
di bidang perda.  

Dapat kita simpulkan bahwa 
tidak tim satgas yang secara 
khusus mengawasi 
pelaksanaan kebijakan KTR. 
Seiap kepala bagian jugan 
anggota satpol PP mengawasi 
pelaksanaan kebijakan KTR di 
kawasan kantor bupati 
Soppeng. 

ID “Ada juga setiap kepala 
bagian dsini awasi dan 
pantau pegawai-
pegawai di ruangan di 
kawasan kantor bupati 
besih asap rokok” (ID) 

H “Kami dari Pol PP yang 
bertugas mengawasi 
untuk perda KTR disini 
ya biasanya kami 
keliling di sekitaran di 
sini”  
 

AH “Dari satuan ada” 

A “Pengawasan dilakukan 
oleh Satuan Polisi 
Pamong Paja 
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khususnya dibidang 
Perda, dalam perda 
tersebut setidaknya ada 
anggota yang 
mengawasi 
implementasi Kebijakan 
KTR. Untuk tim khusus 
belum ada. Tapi kami 
tetap pantau kalau 
dapat pasti diegur” 

7. Apakah pelaksanaan 
kebijakan KTR di 
kawasan Kantor 
Bupati telah sesuai 
dengan Sandar 
Operasionl Prosedur 
(SOP)? (jika ada) 
 

AB “Pelaksanaan program 
KTR ini telah berjalan 
sesuai juknis” 

Semua informan 
mengatakan bahwa 
pelaksanaan kebijakan 
KTR berjalan tanpa 
adanyan SOP sebagai 
acuan tekniksny.a 

Dapat dsimpulkan bahwa tidak 
ada SOP yang dijadikan 
sebagai acuan teknis 
pelaksanaan kebijakan KTR di 
kawasan Kantor Bupati 

ID “Pelaksanaannya belum 
maksimal” 

H “Belum maksimal 
pelaksanaannya ya 
masih kurang, SOP nya 
dari dinas kesehatan” 
 

AH “Tidak” 

A “Belum dek” 

8. Bagaimana proses 
penegakan kebijakan 
KTR di kawasan 
Kantor Bupati ini 
terhadap pihak yang 
melanggar aturan? 
Apakah sanksi 

AB “Sanksi admiistratif 
belum diberlakukaan 
dan hanya berupa 
teguran saja pada 
pelanggar” 

Semuan informan 
mengatakan bahwa 
tsanksi beum 
diterapkan kepada 
para pelanggar. 

Dapat disimpulkan bahwa tidak 
ada sanksi administratif yang 
diberlakukan dalam proses 
penegakan kebijakan KTR di 
kawasan Kantor Bupati ini 
terhadap pihak yang 
melanggar aturan. 

ID “Belum” 
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administraf 
diberlakukan? 
 

H “Sanksi belum pernah” 

AH “Sanski administatif 
belum bisa susah paling 
kami melakukan 
pengawasan 
memberikan teguran 
ketika menemukan 
puntung rokok dan 
asbak mengarahkan 
bagaimana kedisiplinan 
supaya merokok 
ditempat-tempat yang 
disediakan” 

A “Belum, sanksi belum 
pernah diterapkan 
hanya berupa teguran 
untuk saknsi belum, 
karena apa… seperti 
tadi turunan dari aturan 
trsebut belum pernah 
kita aplikasikan di 
lapangan jadi seperti 
bisa dibilang 
pelaksanaan KTR ini 
belum maksimal, tapi 
nsya Allah kedepannya 
kita akan lebih mengkaji 
dan dan akan kita 
laksanakan sesuai 
dengan peda yang ada” 
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9. Apakah pihak di 
kawasan Kantor 
Bupati pernah ditegur 
dan di sanksi karena 
tidak memberlakukan 
sanksi administrative 
bagi pelanggar? 
 

AB “Belum” Sebagian besar 
informan mengatakan 
bahwa belum pernah 
ditegur dan di sanksi 
karena tidak 
mempberlakukan 
sanks administratif 
bagi para pelanggar. 

Dapat kita simpulkan bahwa 
pihak dikawasan kantor bupati 
tidak pernh ditegur dan di 
sanksi karena tidak 
memberlakukan sanksi 
administrtatif bagi pelanggar. 

ID “Belum” 

H “Nda pernah”  

AH “Pernah” 

A “Selama ini belum” 

10. Bagaimana 
pengawasan yang 
dilakukan 
pimpinan/penanggungj
awab atau petugas 
terhdap pelaksanaan 
kebijakan KTR di 
kawasan Kantor 
Bupati? 
 

AB “Pengawasan sesuai 
tupoksi bahwa yang 
bertanggung jawab 
untuk penerapan KTR di 
setiap instansi adalah 
kepala instansinya” 

Sebagian besar 
informan mengatakan 
bahwa 
penanggungjawab 
atau petugas terhadap 
pelaksanaan kbijakan 
KTR masih kurang 
pengontrolan 
akibatnya masih 
banyak yang 
melakukan 
pelanggaran.  

Dapat kita simpulkan bahwa 
pengawasan yang dilakukan 
pimpinan/penanggungjawab 
atau petugas terhadap 
pelaksanaan kebijakan KTR di 
kawasan kantor bupati masih 
kurang dalam penawasan dan 
pengontrolan sehingga 
masihbanyak ditemukan 
pelanggaran. 

ID “Ya, dia bertanggung 
jawab sesuai Perda ada 
Kepala Dinas, Kepala 
Bagian juga. 
Pengawasan sama 
Satpol PP tapi ya begitu 
masih kurang di kontrol 
akibatnya masih bayak 
melanggar” 

H “Sudah bagus” 

AH “Kami mengawasi untuk 
pelanggar kalau didapat 
akan ditegur” 

A “Untuk pengawasan 
sudah bagus, karena 
dasar tugas kami 
adalah penegak 
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peraturan daerah jadi 
perda apapun yang 
terbentuk harus kami 
laksanakan dan harus 
kita patuhi karena 
memang tugas pokok 
dari Satpol PP adalah 
penegak Perda 
termasuk kebijakan 
KTR karena garda 
terdepan Perda adalah 
Polisi Pamong Praja.” 

11. Apakah ada koordinasi 
dan pelaporan rutin 
hasil pelaksanaan dan 
pengawasan kebijakan 
KTR di kawasan 
Kantor Bupati yang 
diberi kewenangan 
khusus kepada 
pimpinan/penanggungj
awab KTR tersebut? 

AB “Tidak ada” Semua informan 
mengatakan bahwa 
tidak ada koordinasi 
dan pelaporan rutin 
hasil pelaksanaan dan 
pengawasan kebijkan 
KTR di kawasan 
kantor bupati Soppeng 
yang diberi 
kewenangan khusus 
kepada 
pimpinan/penanggungj
awab KTR tersebut.  

Dapat disimpulkan bahwa tidak 
ada koordinasi dan pelaporan 
rutin hasil pelaksanaan dan 
pengawasan kebijkan KTR di 
kawasan kantor bupati 
Soppeng yang diberi 
kewenangan khusus kepada 
pimpinan/penanggungjawab 
KTR tersebut. 

ID “Belum ada itu” 

H “Belum ada pelaporan 
sejauh ini” 

AH “Pelaporan nda ada”  

A “Laporannya… eh 
belum ada” 

 

 

MATRIKS WAWANCARA UNTUK PEGAWAI DI KANTOR BUPATI KABUPATEN SOPPENG 

INPUT 

No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan 
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1. Apakah terdapat tim 
pengawas yang diberi 
kewenangan khusus 
untuk mengawasi 
pelaksanaan kebijakan 
KTR di Kantor Bupati 
ini? 
 

IH “Tidak Ada” Semua informan 
mengatakan bahwa 
tidak ada tim 
pengawasan. 

Dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada tim tim pengawas 
yang diberi kewenangan 
khusus untuk mengawasi 
pelaksanaan kebijakan KTR di 
Kantor Bupati Soppeng. 

S “Kurang tahu juga” 

R “Tidak ada” 

RN “Nda tau tapi keknya 
nda ada” 

3. Menurut anda, 
bagaimana komitmen 
pegawai di Kantor 
Bupati dalam 
menerapkan kebijakan 
KTR tersebut? 

IH “Pelaksanaanya belum 
maksimal“ 

Sebagian besar 
informan mengtakan 
bahwa komitmen 
pegawai sangat 
kurang masih banyak 
pegawai yang 
melakukan akivitas 
merokok di kawasan 
kantor Bupat.  

Dapat disimpulkan bahwa  
komitmen pegawai di Kantor 
Bupati dalam menerapkan 
kebijakan KTR tersebut masih 
kurang. 

S “Begini dinda seperti 
yang saya tekankan tadi 
bahwa untuk kepatuhan 
dan komitmen harus 
dimulai dari hulunya 
maka bawahan akan 
mengikuti” 

R “Masih banyak yang 
merokok disini masih 
bebas juga merokok itu 
ruangan khusus 
merokok tidak 
digunakan” 

RN  “Kurang sekali” 

PROSES 

1.  Apakah Apakah anda 
mengetahui adanya 
larangan merokok di 
kawasan Kantor 
Bupati? 
 

IH “Biasanya kami kumpul 
disini ada dari dinas 
kesehatan ada juga 
pihak dari RSUD 
Latemmamala beserta 
jajarannya itu 
disosialisasikan. Namun 

Sebaagian besar 
informan mengatakan 
bahwa mereka 
mengetahui adanya 
laranan merokok. 

Dapat disimpulkan bahwa 
infroman telah mengetahui 
adanya laangan merokok di 
kawasan Kantor Bupati. 
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belum ada sosialisasi 
secara formal yang 
dilakukan” 

S “Iya tahu” 

R “Iya disini juga sudah 
disediakan tempat 
khusus merokok” 

RN “Tahu“ 

2. Darimana anda 
mengetahui informasi 
tentang adanya aturan 
larangan merokok di 
kawasan Kantor 
Bupati? 
 

IH “Perdanya” Sebagaian besar 
informan mengatakan 
bahwa mereka 
mengeahui adanya 
infomasi larangan 
merokok melalui stiker 
tanda larangan 
merokok yang telah 
dipasang di beberapa 
tempat. 

Dapat disimpulkan bahwa 
sebgian besar informan 
mnegetahui  informasi tentang 
adanya aturan larangan 
merokok di kawasan Kantor 
Bupati melalui tanda larangan 
merokok ang telah dipasang. 

S “Jelas itu ada memang 
stiker-stiker itu, 
semacam inie „stop 
merokok‟ iu ada toh. 
Ada juga itu yang besar 
„dilaang merokok‟ tapi 
nda tau sekarang” 

R “Dari teman disini” 

RN “Dari stiker tanda 
larangan merokok yang 
ditmpel” 

3. Apakah anda pernah 
ditegur karena 
merokok di kawasan 
Kantor Bupati? Jika 
iya, berapa kali? 

IH “Tidak. Disini kalau ada 
pegawai yang 
membuang puntung 
rokok sembarangan 
rokok ya ditegur 
biasanya yang menegur 
saya, tetapi untuk 
merokoknya sendiri, 
tidak” 

Sebagian besar 
informan menyatakan 
bahwa mereka tidak 
pernah ditegur. 

Dapat disimpulkan bahwa 
informan mengatakan tidak 
pernah ditegur karena 
melakukan aktivitas  merokok 
di kawasan Kantor Bupati. 

S “Kalau di secretariat 
daerah dinda tidak 
pernah, kalau dirumah 
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ya jelas istri dan anak 
melarang” 

R “Pernah” 

RN - 

4. Siapakah yang 
menegur anda saat 
anda merokok di 
kawasan Kantor 
Bupati? 
 

IH -   

S - 

R “Pimpinan atau Kepala 
Bagian” 

RN - 

5. Apakah bapak/ibu 
pernah menerima 
pembinaan 
penyelenggaraan 
kebijakan KTR berupa 
sosialisasi? 
 

IH “Belum, mungkin diawal 
penerapan perdanya 
sepertinya ada tapi saya 
masuk disini tahun 2019 
saya pindahan juga dari 
Sidrap” 

Semua informan 
mengatakan bahwa 
mereka belum pernah 
meneima pembinaan 
berupa sosialisasi. 

Dapat disimpulkan bahwa 
informan tidak pernah 
menerima pembinaan 
penyelenggaraan kebijakan 
KTR berupa sosialisasi di 
kwasan Kantor Bupai 
Soppeng. S “Tidak pernah, karena 

yang saya liat biar 
diberikan semacam 
sosialisasi apapun jika 
orangnya yang tidak 
mau berubah ya susah 
dinda” 

R “Belum” 

RN “Tidak pernah” 

6. Apakah anda pernah 
dikenakan sanksi 
administratif  karea 
merokok di kawasan 
Kantor Bupati? 
 

IH “Belum ada” Semua informan 
mengatakan bahwa 
mereka tidak pernah 
dikenakan sanksi 
administratif  

Dapat disimpulkan bahwa 
sanksi administratif belum 
diterapkan kepada pelanggar 
yang melakukan pelanggaran 
dikawasan kantor bupati 
Soppeng. 

S “Selama saya disini 
belum pernah” 

R “Tidak Pernah” 

RN - 

7. Mengapa anda IH “Karena kebiasaan Sebagian besar  
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memilih patuh/tidak 
patuh pada aturan 
kebijakan KTR di 
kawasan Kantor 
Bupati? 

merokok itu susah 
diubah, disini juga 
sudah ada ruangan 
khusus merokok namun 
belum digunakan 
sebagaimana mestinya” 

informan mengatakan 
bahwa  

S “Karena ya itumi 
bentukta menhargai 
yang tidak merokok 
disini dinda. Disini itu 
seperti yang sudah saya 
bilang tadi dinda 
aktivitas merokok yang 
dilakukan bawahan 
mengikuti atasan ketika 
hulunya sudah patuh 
bawahan pasti 
mengikuti” 

R “Masih banyak yang 
tidak pernah ditegur jadi 
masih ada merokok 
tidak di tempat khusus 
merokok” 

RN “Karena tergaggu juga 
kalo ruangan ada asap 
rokoknya” 
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Lampiran 8. Dokumentasi Kegiatan 
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Lampiran 9. Riwayat Hidup 

 

 
 

 

 

 

 

 

A. Data Pribadi 

Nama : Eva Arista 

NIM : K011201097 

Tempat, Tanggal Lahir : Pallawa, 21 Januari 2002 

Agama : Islam 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Golongan Darah : O 

Alamat : Desa Soga Kecamatan Marioriwawo 

  Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan 

E-mail : evaarista21@gmail.com 

No. Handphone : 082342244479 

 

B. Riwayat Pendidikan 

1. SDN 224 Pallawa : (2008-2014) 

2. SMPN 4 Marioriwawo : (2014-2017) 

3. SMAN 4 Soppeng : (2017-2020) 

4. Departemen AKK FKM UNHAS : (2020-2024) 

 

 

 

mailto:evaarista21@gmail.com

